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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan  

Dari seluruh pembahasan ini, kami dapat simpulkan bahwa sistem 

pemerintahan negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga - lembaga yang 

bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan 

penyelenggaraan negara. Lembaga - lembaga negara dalam suatu sistem politik 

meliputi tiga institusi pokok, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, 

terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan 

menteri.Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga - lembaga negara berjalan 

sesuai dengan mekanisme demokratis. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV 

menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu 

Undang - Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan 

negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 

UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 

Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah 

kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara 

kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.  

Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi, “ Presiden Republik 

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar.” 

Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan 

presidensial.Sistem pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan sistem 

pemerintahan yang dijalankan di negara lain.Namun, terdapat juga beberapa 

persamaan antarsistem pemerintahan negara.Misalnya, dua negara memiliki sistem 

pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa 

genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. 

Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu 

bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.  

Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Pada 

tahun 1945-1949 Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Kemudian 

pada tahun 1949 - 1950 Indonesia menganut sistem parlementer kabinet semu yang 

didasarkan pada konnstitusi RIS. Pada tahun 1950 - 1959 Indonesia menganut 

sistem pemerintahan parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih 

bersifat semu. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin 

pada tahun 1959 - 1966. Setelah itu, Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto 

dari tahun 1968 - 1988 menjalankan sistem pemerintahan orde baru. Setelah 
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jatuhnya pemerintahan Soeharto, Indonesia menganut sistem pemerintahan 

demokrasi Pancasila hingga sekarang. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem 

pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem 

pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan 

Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.  

Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat 

besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur 

menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau 

persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan 

tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat 

disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden 

juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh 

penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang 

kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau 

berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, 

dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang 

besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada 

keuntungan yang didapatkanya. Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia 

bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu 

disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada 

konstitusi. Dalam menjalankan sistem pemerintahan perlu memperhatikan asas 

pemerintahan. Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap 

kebenaraannya, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. 

Jadi dengan demikian yang menjadi asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu 

sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, filsafah hidup dan konstitusi 

yang membentuk sistem pemerintahannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


